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Pemerintahan Desa adal ah penyelenggara kegiatan Lembaga Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat
Desa, terdepan serta paling dekat dengan masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk kesuksesan pembangunan
dan kemajuan masyarakat. Lebih dari itu, praktek pelaksanaan Pemerintahan Desa sesungguhnya merupakan
potret dan cerminan sejauhmana demokrasi diimplementasikan dalam pemerintahan kita.

Adapun formulasi pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimanakah penataan Pemerintahan Desa serta
Pandangan Masyarakat Ada( mengenai format struktur dan Fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka

pel aksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Landak. Sedangkan secara umum tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pandangan masyarakat adat tentang format Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Otonomi
Daerah, dan untuk mengetahui faktor penghambat, pendukung serta pro dan kontra dalam pelaksanaan
penataan kembali ke Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori dan konsep tentang Desa, Pemerintahan Desa, Otonomi
Daerah, termasuk didalamnya Pembangunan Sosial, Pemerintahan Adat dan Pelayanan kepada masyarakat
(public services) serta Pemberdayaan. M etode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan
teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan informan
sebanyak 9 orang yang terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Adat dan Pengurus Alians
Masyarakat Adat Kabupaten Landak.

Penelitian ini merupakan studi penataan Pemerintahan Desa dengan kajian tentang struktur dan fungsi
Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah. Sebagal konsekuensi logis dari pel aksanaan penataan
terhadap Pemerintahan Desa kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung tersebut maka adanya
pembuatan sgjurnlah Peraturan Daerah, yang mana memerlukan mekanisme dan tahapan serta melibatkan
pihak-pihak yang kompeten atau pihak yang benar-benar memahami materi subtansi tentang Pemerintahan
Binua atau Kampung yang sesuai asal usul dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Landak. Hasil penelitian
ini dapat dipergunakan apabila dipelgari sungguh-sungguh sesuai dengan kepentingan, terutama bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam penataan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan penelitian ini berkesimpulan, bahwa ada sejumlah hat panting dan
menarik yang perlu dikaji. Namun dari sgjumlah hal panting dan menarik tersebut, maka penelitian ini
berkesimpulan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah diterima dengan balk dan antusias di Kabupaten
Landak. Penataan Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah merupakan suatu pemberdayaan dan
untuk menciptakan pelayanan yang baik atau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya
silang pandangan, ide maupun konsep yang berkembang, terutama mengenal penataan format pemerintahan
sebagai pengganti Pemerintahan Desayaitu kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung. Semua
pihak mempunyai konsep maupun pandangan yang menarik serta baik sebagai pendorong menuju
Pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mengembangkan demokratisasi, partisipatif, berkeadilan,
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kemandirian, akomodeatif, transparan, bertanggunJawab, yang dekat dengan masyarakat. Meskipun secara
teknis mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penataan tersebut.

Adapun saran-saran dalam penelitian, yaitu :

pertama: Nama, struk-tur dan sistem pemerintahan yang appropriate sebagal pengganti sistem Pemerintahan
Desa adalah gabungan format Pemerintahan Adat dan sistem Pemerintahan Nasional, maka perlu
diberlakukan kembali Pemerintahan Kampung di Kabupaten Landak.

Kedua Peraturan Daerah yang dibuat bukan hanya untuk menggali Pendapat Asli Daerah (PAD), tetapi yang
lebih panting adalah masyarakat memahami bahwa pel aksanaan Peraturan Daerah untuk kepentingan
pembangunan, kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Ketiga: Untuk menghindari lerjadinya konflik akibat adanya pro dan kontra dalam penetaan Pemerintahan
Desa sebagai implementas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dalam
rangka Otonomi Daerah maka perlu sharing duduk bersama secara demokratis Pemda, DPRD dan
masyarakat dalam membahas sating silang konsep, ide maupun pandangan dimaksud.

Selain itu juga perlu mengadakan assessment terhadap potensi dan materi subtansi tentang Pemerintahan
Binua atau Kampung yang benar-benar sesuai dengan asal usul dan adat istiadat masyarakat Daerah
Kabupaten Landak. Keempat : Pemerintahan Desa yang ditata menjadi Pemerintahan Binua atau Kampung
di Kabupaten Landak masih sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas - fungs pemerintahan dan
pembangunan. Karena Pemerintahan Binua atauy Kampung adalah pemerintahan yang dekat dengan warga
masyarakt dalam rangka pelayanan.



